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Abstrak

Perlindungan kreditur merupakan aspek fundamental
dalam sistem hukum ekonomi

yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan kepastian
hukum dalam hubungan kredit.
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Penelitian ini menganalisis implikasi hukum dari berbagai
mekanisme perlindungan kreditur

dalam konteks sistem hukum Indonesia, termasuk
perlindungan melalui jaminan, hak preferen,

dan upaya hukum lainnya. Metode penelitian yang
digunakan adalah yuridis normatif dengan

pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa

meskipun telah terdapat berbagai instrumen hukum untuk
melindungi kreditur, masih terdapat

kelemahan dalam implementasi dan koordinasi antar
lembaga terkait. Perlindungan kreditur

tidak hanya melibatkan aspek hukum privat tetapi juga
berimplikasi pada stabilitas sistem

keuangan secara keseluruhan. Penelitian ini
merekomendasikan perlunya harmonisasi

peraturan perundang-undangan, penguatan kelembagaan,
dan peningkatan akses informasi

untuk memperkuat perlindungan kreditur di Indonesia.

Kata kunci: perlindungan kreditur, implikasi hukum,
jaminan, hak preferen, sistem hukum Indonesia

PENDAHULUAN

Hubungan antara kreditur dan debitur merupakan salah satu pilar fundamental dalam
sistem ekonomi modern yang telah mengalami evolusi signifikan seiring dengan berkembangnya
kompleksitas transaksi bisnis dan keuangan. Keberadaan kreditur sebagai penyedia dana
memiliki peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, tidak
hanya sebagai sumber pembiayaan bagi sektor riil tetapi juga sebagai katalisator dalam
menciptakan multiplier effect dalam perekonomian. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa
total kredit yang disalurkan perbankan pada tahun 2020 mencapai Rp 5.149 triliun, yang
menggambarkan besarnya peran kreditur dalam menggerakkan roda perekonomian nasional.

Namun, dalam praktiknya, kreditur seringkali menghadapi berbagai risiko yang dapat
mengancam keamanan investasi mereka. Risiko-risiko tersebut tidak hanya terbatas pada risiko
kredit konvensional seperti gagal bayar (default risk), tetapi juga mencakup risiko operasional,
risiko hukum, risiko politik, dan risiko sistemik yang dapat berimplikasi luas terhadap stabilitas
portofolio kreditur. Krisis finansial global tahun 2008 dan pandemi COVID-19 telah membuktikan
bahwa risiko-risiko tersebut dapat termanifestasi secara bersamaan dan menciptakan efek
domino yang merugikan seluruh pemangku kepentingan dalam sistem keuangan.
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Kondisi ekonomi Indonesia yang masih dalam tahap transisi menuju negara maju
menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi kreditur. Struktur ekonomi yang didominasi
oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan karakteristik keterbatasan akses
terhadap informasi keuangan dan jaminan formal, menciptakan asimetri informasi yang
signifikan antara kreditur dan debitur. Hal ini diperparah dengan masih lemahnya infrastruktur
hukum dan kelembagaan yang mendukung penegakan kontrak dan perlindungan hak-hak
kreditur.

Sistem hukum Indonesia telah mengatur berbagai mekanisme perlindungan kreditur
melalui hierarki peraturan perundang-undangan yang kompleks dan multi-layered. Dalam
tataran konstitusional, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap
orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, yang menjadi
landasan fundamental bagi perlindungan hak-hak kreditur

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai kodifikasi hukum privat utama mengatur
prinsip-prinsip dasar hubungan kreditur-debitur, termasuk asas pacta sunt servanda yang
menegaskan kekuatan mengikat perjanjian, asas itikad baik dalam pelaksanaan kontrak, dan
prinsip tanggung jawab atas perikatan yang memberikan dasar hukum bagi kreditur untuk
menuntut pemenuhan prestasi dari debitur. Pasal 1131 KUHPerdata yang menyatakan bahwa
segala kebendaan debitur menjadi jaminan umum bagi seluruh kreditur, memberikan landasan
filosofis bagi sistem perlindungan kreditur yang bersifat universal.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang merupakan lex specialis yang memberikan mekanisme khusus bagi kreditur
untuk memperoleh pembayaran dari debitur yang mengalami kesulitan keuangan.
Undangundang ini mengintroduksi konsep-konsep modern dalam hukum kepailitan seperti
automatic stay, cram down provision, dan debtor in possession yang dirancang untuk
menciptakan keseimbangan antara perlindungan kreditur dan pemberian kesempatan
rehabilitasi bagi debitur.

Selain itu, berbagai undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,
UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan memberikan perlindungan khusus bagi kreditur dalam
sektorsektor tertentu dengan karakteristik dan kebutuhan yang spesifik.

Meskipun kerangka hukum perlindungan kreditur telah cukup komprehensif secara
normatif, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai permasalahan struktural dan
sistemik. Pertama, fragmentasi regulasi yang tersebar dalam berbagai peraturan
perundangundangan seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam
penerapan. Tumpang tindih kewenangan antar lembaga pengawas dan penegak hukum
menciptakan koordinasi yang tidak efisien dan berpotensi menimbulkan regulatory arbitrage.

Kedua, kapasitas dan kualitas lembaga peradilan yang masih terbatas dalam menangani
kasus-kasus kompleks yang melibatkan perlindungan kreditur. Minimnya spesialisasi hakim
dalam bidang hukum bisnis dan keuangan, ditambah dengan tingginya beban perkara
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pengadilan, seringkali mengakibatkan putusan yang tidak konsisten dan membutuhkan waktu
penyelesaian yang panjang. Data Mahkamah Agung menunjukkan bahwa rata-rata waktu
penyelesaian perkara perdata tingkat pertama adalah 5,8 bulan, yang dinilai masih belum
optimal untuk memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan kreditur.

Ketiga, lemahnya sistem informasi dan transparansi mengenai kondisi keuangan debitur
menyulitkan kreditur dalam melakukan due diligence dan penilaian risiko yang akurat. Belum
optimalnya peran lembaga pemeringkat kredit dan biro kredit dalam menyediakan informasi
yang reliable dan up-to-date menambah tingkat asimetri informasi yang merugikan kreditur,
terutama kreditur kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan sumber daya untuk
melakukan investigasi independen.

Urgensi penelitian mengenai implikasi hukum dan perlindungan kreditur menjadi
semakin relevan dalam konteks transformasi ekonomi digital dan globalisasi keuangan yang
menghadirkan tantangan-tantangan baru. Berkembangnya fintech dan peer-to-peer lending
telah menciptakan model bisnis baru dalam intermediasi keuangan yang memerlukan adaptasi
kerangka hukum perlindungan kreditur. Demikian pula dengan meningkatnya partisipasi
investor asing dalam pasar keuangan domestik yang memerlukan standar perlindungan yang
setara dengan praktik internasional terbaik.

Krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 telah memberikan stress test terhadap
ketahanan sistem perlindungan kreditur di Indonesia. Tingkat kredit bermasalah (NPL) yang
meningkat dari 2,53% pada akhir 2019 menjadi 3,18% pada akhir 2020 menunjukkan perlunya
evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas mekanisme perlindungan kreditur yang ada.
Kebijakan restrukturisasi kredit yang masif selama pandemi juga menimbulkan pertanyaan
mengenai keseimbangan antara perlindungan kreditur dan stabilitas sistem keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif implikasi hukum dari
berbagai mekanisme perlindungan kreditur dalam sistem hukum Indonesia, mengidentifikasi
gap dan kelemahan yang ada dalam implementasi, serta merumuskan rekomendasi strategis
untuk memperkuat perlindungan kreditur. Secara spesifik, penelitian ini akan mengkaji
efektivitas instrumen hukum yang ada, menganalisis praktik terbaik dari yurisdiksi lain, dan
merumuskan model perlindungan kreditur yang optimal untuk konteks Indonesia.

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi terhadap
pengembangan ilmu hukum ekonomi, khususnya dalam bidang hukum keuangan dan
perlindungan investor. Sementara manfaat praktis penelitian ini adalah memberikan masukan
bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif, memberikan panduan
bagi praktisi hukum dalam menangani kasus-kasus perlindungan kreditur, serta memberikan
pemahaman yang lebih baik bagi pelaku usaha mengenai hak dan kewajiban dalam hubungan
kredit.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang
berfokus pada studi kepustakaan atau bahan hukum tertulis. Pendekatan ini menggunakan
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untuk norma-norma hukum yang mengatur perlindungan kreditur sistem di Indonesia, dengan
menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan
pendapat para ahli. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang
diperoleh melalui studi literatur. Data tersebut meliputi bahan hukum primer berupa peraturan
perundang-undangan yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum
sekunder seperti buku ajar, jurnal ilmiah, dan pendapat pakar hukum, serta bahan hukum
tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui
studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri dan menelaah berbagai dokumen hukum dan
literatur yang relevan. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dengan cara
menguraikan dan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku.

PEMBAHASAN

A. Landasan Hukum Perlindungan Kreditur

Perlindungan kreditur dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam berbagai peraturan
perundang-undangan yang membentuk suatu sistem yang komprehensif. Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata sebagai aturan dasar mengatur prinsip-prinsip umum hubungan kreditur-
debitur, termasuk asas pacta sunt servanda dan prinsip tanggung jawab atas perikatan. Pasal
1131 KUHPerdata menegaskan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun
yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi
tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang memberikan mekanisme khusus bagi kreditur untuk memperoleh
pembayaran dari debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Undang-undang ini
mengatur prosedur kepailitan yang memberikan perlindungan kepada kreditur melalui
mekanisme pembagian aset debitur secara proporsional dan adil.

Selain itu, berbagai undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-
Undang Pasar Modal, dan Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan perlindungan khusus
bagi kreditur dalam sektor-sektor tertentu. Regulasi-regulasi ini menciptakan suatu sistem
perlindungan berlapis yang dirancang untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur.

B. Mekanisme Perlindungan Kreditur

Sistem hukum Indonesia mengenal berbagai mekanisme perlindungan kreditur yang dapat
dikategorikan menjadi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif meliputi
mekanisme jaminan, baik jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan. Jaminan
perorangan seperti penanggungan dan penjaminan memberikan perlindungan melalui

adanya pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kewajiban debitur. Sementara jaminan
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kebendaan seperti hipotik, hak tanggungan, gadai, dan fidusia memberikan hak preferen
kepada kreditur terhadap aset tertentu.

Perlindungan represif meliputi berbagai upaya hukum yang dapat ditempuh kreditur
ketika debitur wanprestasi. Upaya-upaya ini mencakup gugatan perdata untuk memperoleh
ganti rugi, eksekusi jaminan, serta pengajuan permohonan kepailitan atau penundaan
kewajiban pembayaran utang. Setiap mekanisme memiliki karakteristik dan prosedur yang
berbeda, dengan tingkat efektivitas yang bervariasi tergantung pada kondisi spesifik masing-
masing kasus.

Dalam konteks perbankan, terdapat mekanisme khusus seperti restrukturisasi kredit dan
penyelesaian kredit bermasalah melalui berbagai skema yang diatur oleh otoritas perbankan.
Mekanisme ini dirancang untuk memberikan solusi yang menguntungkan baik bagi kreditur
maupun debitur, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan.

C. Implikasi Hukum dan Ekonomi

Sistem perlindungan kreditur memiliki implikasi yang luas terhadap berbagai aspek
ekonomi dan hukum. Dari perspektif ekonomi makro, perlindungan kreditur yang efektif dapat
meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong aliran investasi ke dalam negeri. Tingkat
perlindungan yang memadai dapat mengurangi risk premium yang dikenakan oleh kreditur,
sehingga dapat menurunkan biaya modal bagi debitur dan meningkatkan efisiensi alokasi
sumber daya.

Dari perspektif stabilitas sistem keuangan, perlindungan kreditur yang kuat dapat
mengurangi risiko sistemik yang dapat mengganggu stabilitas sektor keuangan. Namun, di sisi
lain, perlindungan yang terlalu ketat dapat menghambat akses kredit bagi usaha mikro, kecil,
dan menengah yang umumnya memiliki keterbatasan dalam menyediakan jaminan.

Implikasi hukum dari sistem perlindungan kreditur juga berkaitan dengan prinsipprinsip
keadilan dan keseimbangan. Sistem yang terlalu berpihak kepada kreditur dapat menimbulkan
ketidakadilan bagi debitur, terutama dalam situasi force majeure atau kondisi ekonomi yang
tidak menguntungkan. Sebaliknya, sistem yang terlalu melindungi debitur dapat menimbulkan
moral hazard dan mengurangi insentif untuk memenuhi kewajiban.

D. Tantangan dan Kelemahan Sistem

Meskipun telah terdapat berbagai instrumen hukum, implementasi perlindungan kreditur
di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Pertama, kompleksitas dan tumpang tindih

regulasi seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam penerapan. Kedua,



C A U S A Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 13 No 9 Tahun 2025

Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dapat menyebabkan inkonsistensi dalam
penanganan kasus-kasus yang melibatkan perlindungan kreditur.

Ketiga, keterbatasan kapasitas dan sumber daya lembaga peradilan dapat menyebabkan
penundaan dalam penyelesaian sengketa, yang pada akhirnya merugikan kreditur. Keempat,
kurangnya akses informasi mengenai kondisi keuangan debitur dapat menyulitkan kreditur
dalam melakukan penilaian risiko yang akurat.

Kelima, masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan, terutama
dalam hal eksekusi jaminan dan proses kepailitan. Keenam, perlindungan terhadap kreditur
kecil dan menengah seringkali tidak memadai karena keterbatasan akses terhadap mekanisme

perlindungan yang tersedia.

KESIMPULAN

Sistem perlindungan kreditur dalam hukum Indonesia telah memiliki kerangka dasar yang cukup
komprehensif melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, efektivitas perlindungan
tersebut masih terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kompleksitas regulasi, lemahnya koordinasi
antar lembaga, dan keterbatasan kapasitas sistem peradilan. Implikasi hukum dari sistem perlindungan
kreditur tidak hanya terbatas pada hubungan antara kreditur dan debitur, tetapi juga berpengaruh
terhadap stabilitas sistem keuangan dan iklim investasi secara keseluruhan. Keseimbangan antara
perlindungan kreditur dan debitur menjadi kunci dalam menciptakan sistem yang adil dan efisien.
Perlindungan kreditur yang efektif memerlukan harmonisasi peraturan perundangundangan, penguatan
kelembagaan, dan peningkatan akses informasi. Selain itu, diperlukan juga peningkatan kapasitas dan
koordinasi antar lembaga terkait untuk memastikan implementasi yang konsisten dan efektif.

SARAN
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, beberapa saran dapat dirumuskan untuk memperkuat sistem
perlindungan kreditur di Indonesia:

Pertama, perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait
perlindungan kreditur untuk menghindari tumpang tindih dan ketidakpastian hukum. Kedua, penguatan
koordinasi antar lembaga penegak hukum melalui pembentukan mekanisme koordinasi yang efektif dan
peningkatan pertukaran informasi.

Ketiga, peningkatan kapasitas dan sumber daya lembaga peradilan, termasuk pelatihan bagi
hakim dan panitera mengenai penanganan kasus-kasus perlindungan kreditur. Keempat, pengembangan
sistem informasi yang terintegrasi untuk memfasilitasi akses informasi mengenai kondisi keuangan
debitur.
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Kelima, penyederhanaan prosedur eksekusi jaminan dan proses kepailitan untuk meningkatkan
efisiensi penyelesaian sengketa. Keenam, pengembangan mekanisme perlindungan khusus bagi kreditur
kecil dan menengah, termasuk skema asuransi kredit dan mediasi sengketa.

Ketujuh, peningkatan literasi hukum bagi pelaku usaha mengenai hak dan kewajiban dalam
hubungan kredit. Kedelapan, pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang lebih

cepat dan efisien untuk mengurangi beban pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Konsep perlindungan kreditur telah menjadi fokus penelitian berbagai ahli hukum
dan ekonomi. La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer, dan Vishny (1998) dalam penelitiannya
mengenai "Law and Finance" menekankan pentingnya perlindungan kreditur dalam
mendorong perkembangan pasar keuangan. Mereka menemukan bahwa negara-negara
dengan perlindungan kreditur yang kuat cenderung memiliki pasar kredit yang lebih
berkembang.

Djankov, McLiesh, dan Shleifer (2007) dalam "Private Credit in 129 Countries"
menganalisis hubungan antara hukum perlindungan kreditur dan perkembangan sektor
kredit swasta. Penelitian mereka menunjukkan bahwa reformasi hukum yang memperkuat
hak-hak kreditur dapat meningkatkan akses kredit dan mengurangi biaya pinjaman.

Dalam konteks Indonesia, penelitian Nasution (2010) mengenai "Perlindungan
Hukum Bagi Kreditur dalam Perjanjian Kredit" mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam
sistem perlindungan kreditur di Indonesia. Sementara itu, Fuady (2013) dalam "Hukum
Pailit dalam Teori dan Praktek"” menganalisis efektivitas mekanisme kepailitan sebagai
salah satu bentuk perlindungan kreditur.

Hartini (2015) dalam penelitiannya mengenai "Perlindungan Hukum Kreditur
Separatis dalam Kepailitan"” menyoroti pentingnya perlindungan khusus bagi kreditur yang
memiliki jaminan kebendaan. Sedangkan Anwar (2018) dalam "Analisis Yuridis
Perlindungan Kreditur Preferens” mengkaji mekanisme perlindungan bagi kreditur yang
memiliki hak preferen.

Penelitian internasional oleh Armour dan Cumming (2008) mengenai "Bankruptcy
Law and Entrepreneurship” menunjukkan bahwa desain hukum kepailitan yang tepat
dapat memberikan keseimbangan antara perlindungan kreditur dan pemberian

kesempatan kedua bagi pengusaha yang gagal.
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Claessens dan Klapper (2005) dalam "Bankruptcy around the World: Explanations of
its Relative Use" menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem
kepailitan di berbagai negara. Mereka menemukan bahwa kualitas institusi hukum dan
penegakan hukum menjadi faktor kunci dalam menentukan efektivitas perlindungan
kreditur

Dalam perkembangan terkini, penelitian Eidenmiiller (2017) mengenai "Contracting
for a European Insolvency Procedure” mengeksplorasi harmonisasi hukum kepailitan di
tingkat internasional, yang dapat memberikan pelajaran bagi upaya harmonisasi regulasi
perlindungan kreditur di Indonesia.

Studi empiris oleh Bae dan Goyal (2009) mengenai "Creditor Rights, Enforcement,
and Bank Loans" menunjukkan bahwa perlindungan kreditur yang kuat dapat
meningkatkan akses kredit tetapi juga dapat meningkatkan konsentrasi kepemilikan bank.
Temuan ini relevan untuk konteks Indonesia yang memiliki struktur kepemilikan bank
yang relatif terkonsentrasi.

Penelitian terbaru oleh Davydenko dan Franks (2008) mengenai "Do Bankruptcy
Codes Matter? A Study of Defaults in France, Germany, and the UK" memberikan bukti
empiris mengenai pentingnya desain hukum kepailitan yang tepat dalam melindungi
kepentingan kreditur sambil tetap memberikan insentif bagi rehabilitasi perusahaan yang

mengalami kesulitan keuangan.



